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PEDOMAN WAWANCARA

Ada berapa jenis pengiriman di dalam kantor JNE ?

Bagaiman proses pengiriman barang sampai kepada konsumen ?
Bagaiman tahapan-tahapan agar barang sampai kepada penerima terakhir ?
Apakah kantor JNE bekerja selama 24 jam ?

Apakah ada syarat-syarat khusus jika melakukan perjanjian pengiriman
barang ?

Apa saja yang konsumen harus siapkan jika melakukan pengiriman barang
?

Apa-apa saja syarat subjektifnya ?

Apa saja yang termasuk kecakapan yang dimaksud ?

Apa saja hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pengiriman
barang ?

Apakah sebelumnya sudah ada konsumen yang mengalami keterlambatan
barang ?

Apakah pernah terjadi peristiwa dalam proses pengangkutan barang yang
tidak terduga pada saat pengangkutan barang ?

Apakah anda pernah mengirim barang melalui PT JNE cab pinrang ?
Apakah ada persyaratan khusus yang anda harus sepakati ketika mengirim
barang melalui PT JNE cab pinrang ?

Apakah anda pernah mengalami kehilangan barang pada saat melakukan
pengiriman ?

Apakah dalam pengiriman barang anda pernah mengalami keterlambatan ?
Apakah ada kesalahan pada saat melakukan pengiriman ?

Bagaimana tanggung jawab JNE pada saat barang anda terlambat ?
Apakah ada solusi yang diberikan pihak JNE ketika barang anda hilang

atau terlambat?



19. Bagaimana dengan sistem dalam pengiriman barang apakah selalu
menerapkan prinsip-prinsip keislaman ?

20. Apakah seluruh karyawan JNE cab pinrang sudah menerapkan akhlaqul
kharimah dalam menjalankan tugasnya ?

21. Apakah JNE menerapkan asas kemaslahatan yang mengedepankan adanya
konsep rahmat dan ridho serta keadilan ?

22. Apakah JNE Cab pinrang sangat peduli dengan para konsumennya

dengan melayani dengan baik ?



























[ Wawancara dengan Karyawan PT JNE ]




[ Wawancara dengan Konsumen ]




BAB 11

MENJADI KONSU M EN
BIJAK

A. Pengertian Konsumen

Sebagaimana telah dikemukakan, konsumen merupakan salah
satu pihak dalam hubungan dan transaksi ekonomi yang hak-
haknya senng diabaikan (oleh sebagian pelaku usaha). Akibatnya,
hak-hak konsumen periu dilindungi. Di bagian ini dibahas aspek-
aspek yang berkenaan dengan konsumen. Sebelum masuk ke
sana, periu dikemukakan terfebih dahulu definisi “konsumen™ tu.

Menurut UU Perlindungan Konsumen pasal 1 angka 2,
“Konsumen adaloh setiap orang pemakoi barang dan/atau jasa
yang tersedia dolam masyarckat, boik bagi kepentingan dirt sendiri,
keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup tain dan tedak untuk
diperdogangkan™,

B. Hak dan Kewajiban Konsumen

Sebagai pemakal barang/jasa, kansumen memiliki sejumiah
hak dan kewajiban. Pengetahuan tentang hak-hak konsumen
sangat penting agar orang bisa bertindak sebagai konsumen yang
kritis dan mandiri. Tujuannya, jika ditengarai adanya tindakan
yang tidak adil terhadap dirinya, ia secara spontan menyadari
akan hal ntu. Konsumen kemudian bisa bertindak lebih jauh untuk
mempenuangkan hak-haknya Dengan kata lain, ia tidak hanya
tnggal diam saja ketika menyadan bahbwa hak-haknya telah
dilanggar oleh pelaku usaha.
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hi & & b i berikut:

1) Memenuhl syarat sebagal kontrak. Agar suatu kontrak oleh

hukum dianggap sah sehingga mengikat kedua belah pihak

Nl maka kontrak tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat
oM tertentu, yakni™

a)  Syarat sah umum terdin dari: (1) syarat sah umum ber-

dasarkan Pasal 1320 KUH Perdata; dan (2) syarat sah

Uapatsan vors oeta k buku il

A s Kb et ssmny Berkontrak 3yw mh umum diluar Pasal 1338 dan 1339 KUH Perdata.;

O v S b) Syarat sah yang khusus mencakup: (1) syarat tertulis
yaRmin 3 S Kebobata  Cse untuk kontrak-kontrak tertentu; dan (2) syarat akta no-
—— taris untuk kontrak-kontrak tertentis (3) syarat akia pe-

jabat tertentu (yang bukan notaris! untuk kontrak-kon-

oo ek s trak tertentu; dan (4) syarat izin dari yang berwenang.

HistoriSa e 2) Tidak dilarang oleh und d. Artk kontrak yang

dib tidak ber dengan k peraturan

Bula: 0 G gople Py perundang-undangan yang berlaku
Paroys s niESERas 3 S dengan keb yang berfaku. Pasal 1339 KUH

- Tl it (i~ 7% s Perdata. menentukan pula bahwa suatu kontrak tidak ha-
- nya mengikat terhadap isi darni kontrak terssebut, melainkan

juga mengikat dengan hal-hal yang merupakan keblasaan.
4) Scpanjang kontrak terscbut dilaksanakan dengan ikoikad
baik.

Menurut Pasal 1358 ayat (3) KUH Perdata. suatu kontrak
harusiah dilaksanakan dengan iktikad balk, Rumusan darl Pa-
sal 1338 ayat (3) terscbut mengindikasikan bahwa sebenarnya
fkukad balk bukan merupakan syarat sahnya suatu kontrak se-
bagaimana syarat yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata,
Unsur iktikad baik banyva disyaratkan dalam hal “pelaksanaan™
dari suatu kontrak, bukan pada pembuatan suatu kontrak. Se-
bab unsur “iktikad baik” dalam hal pembuatan suatu kontrak

Dwiih ., i, 33-34

E=4 n

ASAS KIBUBASAN BERCONTRAK STAIAH

sudah dapat dicakup olch unsur “klausa yang legal”™ dari Pasal
1320 tersebut. Dengan demikian, dapat saja suatu kontrak dibu-
at secara sah. Dalam arti memenuhil semua syarat sahnya kon
trak (antara lain sesual dengan Pasal 1320 KUH Perdata ). Kare-
nanya kontrak tersebut dibuat dengan iktikad baik, tetapi dalam
pelaksansannya dibelokkan ke arah yang merugikan pihak keti-
ga. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kontrak tersebut telah
dilaksanakan secara bertentangan dengan iktikad baik
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ransi, sesuai yang tercantum dalam polis, dan ini halal menurut ukuran syara’.

Ketigna, Syckh Abdul Wahab Kholaf, Guru Besar Hukum Islam
Umniversitas Kairo.

Ia mengatakan balwa asuransi itu boleh sebab termasulc alaad mudha-
rabah. Alcad mwudb bah dalam syariat Isk ialah perjanjian persckutuan
dalam keuntungan, dengan modal yang diberikan oleh satu pihak dan dengan
tenaga di pihak yang lain. Demikian pula dakun asssonsi, orang yang berkongsi
(nasabah), memberikan hartanya dengan jakan membayar premi, sementara
M“Hn(pcfmmsi) “memutarkan” harta tadi, sehingga dapat

pemilik clal pengusaha itu sendini.
2. mm“mmmwm
Inba dan tidak ada § dari dal) bel

mmm-mmw dan hal itu bukaniah me-
rupakan suatu hukum yang telah discpakati.

= y fiipe and p dn Oy

F Syeckh Abdul Wahab dalam majaiah F/; { Islam: No 11 tah
Vlldhmwyidcmnkemmbnh“mkﬂnnwmmm
yang sah. berguna bagi para anggota ( bah). asuransi,
mmmmmmlmmmm
sescorang dengan tidak benar, 1 mer koperasi, dan

1=l hanya gh Y yang merusak atau bahayanya lebih besar darni
mamfaatnya.

Kcetmt. Prof. D Mubununad albHBahi, Wakil Rektor Universitas Al
Axhar Mesir,

Dalam kitab Nidi, Ta'wein fi Hadighi Akkawil Isiam wa Diararotil
M-mMuMthmlmMmamm
beberapa sebab.
| Asuransi merupakan suatu usaha yang bersifat tolong-menolong.

2. Asuransi mirip dengan akad mudharabah dan untuk mengembangkan




Figh Muamalah

Agid, adalah orang yang berakad; terkadang masing-masing
pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa
orang. Misalnya, penjual dan pembeli beras di pasar biasanya
masing-masing pihak satu orang: ahli waris sepakat untuk
memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari
beberapa orang. Sescorang yang berakad terkadang orang
memiliki hak Cagid ashii) dan merupakan wakil dari vang
memiliki hak.

Ma'qud “alaili, alah benda-bends yang diakadkan, seperti
benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad
hibah (pemberian), gadai. utang yang dijamin seseorang
dalam akad kafalah.

Maudhu' al-"agd. yaitu tujuan atau maksud pokok meng-
adakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok
akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu
memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan
diberi ganti. Tujuan pokok akad hibah yaitu memindahkan
barang dari pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya
tanpa pengganti (‘iwadh). Tujuan pokok akad ijjarah yvaitu
memberikan manfaat dengan adany pengganti. Tujuan pokok
akad i ‘aralt yaitu memberikan manfaat dari seseorangkepada
yvang lain tanpa ada pengganti.

Shighat al-‘agd ialah ijab kabul. ljab ialah permulaan
penjelasan yang keluar dari salah scorang yang berakad
schagai gambaran kehendaknya daliom mengadakan akad.
Adapun kabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang
berakad puls yang divcapkan setciah adanya ijab. Pengertian
ijab kabul dalam pengamalan dewasa ini ialsh bertukarnya
sesuatu dengan yang lain schingga penjual dan pembeli dalam
membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan, misalnya yang
berlangganan majalah Panjimas, pembeli mengirimkan uang
melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah terscbut
dari petugas pos.

Bab 3 - Hak Milik dan Akad
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Kodifikasi inl berist:

a  Engkau scharusnya tidak membunuh (dalun yarakat modern
ghulk dengan buk yang berat terhadap kejah pem
bunuhan)
b Engkau scharusnya tidak berzinah,
¢ Enghau scharusnys tdak mencurl.

Latar belakang munculnys semua kodifikasi terscbut dikarenakan
pada waktu itu bedum ada keadilan yang scjatl. Schingga, dalam meng
galt keadilan yang sejats semua orang menghendaki adanya hukum untuk
mengatur sanksi-sanksl atso hukuman bagl pelako kejahatan. Kemudian
lahiclah wpa yang dinamakan hukom alam. para filsuf memandang babwa
semua manusis sebagal bagian durl semesta alam. Menurut hukam alam
bahwa semua hal muncul karena keharusan alam, demikian jugs dengan
manusta. Adapun keharusan dalam hidup itu disebut hakum (nomes ).

Keharusan dalaun hidup ltu selalu mencard tatanan yang sesual de
ngan keteraturan alam, schingga keteraturan hidup harus discsuaikan
dengan keharusan yang alamiah, dan bila itu terjadi lalu timbullah apa
yang dinamakan keadilan (dike). Maka, dalam menciptakan bukum se
benarnya yang ingin dicari adalah keadilan. Hukum itu tidak terb.
pada masyarak hukum melip alam; Maka belum
dibedakan antara hukum alum dus hukum positif, kedusnys disnggap se-
bagai aturan Hahi.

Aturan-aturan yang dituangkan dalam ranghka mengatur dan menye-
Jesuikan suaty konflik dalam masyarakat pada sustu negara memang
sangat diperlukan. Hingga saat ini pun juga masth sangat diperiukan
serta dituangkan dalam sebuah kodifikasi, b fian d lah scbagal
undang-undang, sedangkan undang-undang itu adalah hukum positif
Hukum itu harus bermuara pada keadilan, yaitu keadilan yang ada pada
masyarakat, hukum akan sia-sa jika tdak tercapai rasa koadilan pada
masyarakat. Memang tujuan hukum lalah mengatur masyarakat secara
adil, tetapi hulum dan keadilan Ity harus dilak kan oleh p h

4 e

BAI ¢ o Pendahwtaan

dan negars yang mempunyal kekuasaan untuk menertibkan masyarakat,
agar taat pada peraturan yang berlaku,

Agar hukum dapat berjalan scbagaimana mestinya diperiukan adanya
lek namun kek yang ada tidak boleh melanggar hak-hak
dan kepentingan individu, karena bukum juga berfungsi sebagai perlin
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gan kepenting, Agar kepentings &
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A. Perusahaan jasa
1. Pengertian Perusahaan jasa

Perusahaan jasa merupakan perusahaan yang
bergerak dalam bidang penyediaan berbagai pelayanan yang
memberi kenyamanan atau kenikmatan kepada masyarakat
yang memerlukannya. Walaupun dalam menyediakan jasa
diperiukan barang berwujud fisik. pemakal fasilitas fisik
tidak membayar untuk barang fisik tersebut tetapi untuk
jasa yang diberikan oleh barang fisik tersebut. Pengertian
perusahaan a el merupakan suatu lembaga
atau perkumpulan dari beberapa orang (selaku pendiri)
yvang melakukan kegiatan bersifat ekonomi dan sosial pada
suatu masyarakat dengan tujuan memperoleh laba. jJadl,
perusahaan jasa adalah suatu usaha atau lembaga yang
kegiatannya dibidang jasa.

Contoh perusahaan jasa lalah PT jJalur Nugraha
Ekakurir atau yang biasa discbut JNE. IJNE ifalah suatu
perusahaan jasa yang bergerak di bidang pengiriman barang
ataupun dokumen. PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE)
vang bergerak di jasa pengiriman barang inl mempunyal
beberapa layanan dalam pengiriman barang / dokumen,
diantaranya paket YES(yakin esok sampal), Regular,
OKE{ongkos kirim ekonomis), SS( superspeed/ kirim dan
sampal di hari yang sama). Segmentasi yang dilakukan |NE
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dengan membagl beberapa layanan dengan tarifl sesual
segmentast pasar yang ingin digapal INE, sepert contoh
pada paket OKE(ongkos kirim ckonomis ) yang diperuntukan
untuk golongan menengah kebawah dengan waktu sampai
barang hingga seminggu berbeda dengan YES atau SS yang
diperutukan untuk golongan menengah keatas yvang bias
mengirim barang di hari yang sama sampal dengan 1 hari.

Kelebihan perusahaan jasa:
1. Tidak periu tempat untuk memajang barang

2. Tidak diperiukan tempat untuk menyimpan barang
(gudang)

3. Tidak perlu alat angkut untuk mengirim barang pada
konsumen

Kekurangan perusahaan jasa:

1. Kualitas jasa dapat diketahui setelah konsumen membeli
jasa

2. Jasa yang sudah dibeli tdak dapat dikembalikan
(diretur)

Perusahaan jasa dapat bergerak dalam bidang usaha
jasa berikurt :

» Komunikasi : contohnva perusahaan telepon. stasiun
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BAB 1
PERILAKU KONSUMEN

Tanyalah anak muda. Apa mobil yang menccrminkan jiwa muda®
jmhnnynndal:pmbdanl&wuouuﬁrm Kemudian, tanya

favorit 4a, maka merck Cocacola. Pepsi atau RC Cola
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dang jahe. gan pula harapkan jamu gend I dalam be-
nak mercka. Kenapa? Inilai pertanyaan m-pennng Berbagai pen-
dapat telah diberikan uncuk bnya. rerapi adak sate pun

yang bisa berlaku mutlak untuk semua keadaan. Soalnya, perilaku
adalah masalah yang rumit. Sama rumitnya dengan manusia it
sendiri.

Namun, mau tidak mau, para pemasar harus  mempelajari
perilaku konsumen. Coba kita ingat lagi prinsip pemasaran. Sebuah
organisasi  dapar mencapai tujuannya hanya kalw memahami
keburuhan dan keinginan konsumen dan mampu memenuhinya
d:nynanyangltblh cfisien dan efckdif dibanding pesaing.  Apa

sinya? T harus mmu}uml berul siapa pasar
sasarannya, sckaligus bagai perilaku

.
d

PENGERTIAN

Ada beberapa definisi perilaku & M. Engel ot al
(1995), perilaku konsumen adalah dndakan yang lnsung ceribar

untuk dapackan, mengk i, dan menghabiskan produk dan
jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan mengikut
tindakan ini.'

Sementara itu, Loudon dan Bita® lebih menckankan perilaku
konsumen schagai suatu proses pengambilan keputusan. Mercka
mcnpuk.m bahwa perilaku konsumen adalah proses pengambilan
kep yang mensyaratkan akuvitas individu untuk mengevaluasi,
memperoleh, menggunakan, atau mengatur barang dan jasa.

Koder dan Amstrong® mengartikan perilaku konsumen scbagai
perilaku pembelian konsumen akhis, baik individu maupun rumah
tangga, yang membeli produk untuk konsumsi personal.

Dari definisi-definisi di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan,
yaitu:

e Perilaku konsumen menyoroti perilaku individu dan rumah

tangga.
e Perilaku konsumen menyangkut suatu proses kepurusan schelum
nembelian wrm rindakan dalam memneraleh. memakai. mene.
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lam Islam. Namun demikian, akal tidak dapat berjalan dengan baik tanpa
ada petunjuk. Petunjuk it telah diatur oleh Allah SWT yang torcantum
dalam Al-Qur’an dan Hadis.

Penggunaan akal untuk berijtihad telah dibenarkan oleh Nabl Mu-
hammad SAW seperti yang terdapat pada Hadis Mu'az bin Jabal, bahkan
juga terdapat dalam ketentuan QS. an-Nisaa'(4): 59, Mohammad Daud Ali
memberikan definisi ijtihad, sebagai berikut:

Ijtihad adalah usaha atau ikhtiar yang sungguh-sungguh dengan mengguna-
kan segenap kemampuan yang ada dilakukan oleh orang (ahli hukum) yang
memaenuhil syarat untuk merumuskan garls hukum yang belum jelas atau tidak
ada ketentuannya di dalam A-Quran dan Sunnah Rasululiah

Kedudukan ijtihad dalam bidang muamalat memiliki peran yang sa-
ngat penting. Hal ini disebabkan, bahwa scbagian besar ketentuan-keten-
tuan muamalat yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadis bersifat umum,
Adapun dalam pelaksanaannyas di masyarakat, keglatan muamalat selalu
berkembang discsuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena ftu,
ayat dan Hadis hukum yang menjadi objek ijtihad hanyalah yang shann#
sifatnya. ljtihad dapat pula dilakukan terhadap hal-hal yang tidak terda-
pat ketentuannya di dalam Al-Qur'an dan Hadis dan juga mengenai ma-
salah hukum baru yang timbul dan berkembang di masyarakat.” Hazairin
berpendapat. bahwa ketentuan yang berasal dari ijrihad wlil amri terbagi
dua, sehagal berikut™
a.  Berwujud pemiliban atau penunjukan garis hukum yang setepat-

tepatnya untuk diterapkan pada suatu perkara atau kasus tertentu

yang mungkin langsung diambil darl ayar-ayat hukum dalam Al-

Qur'an, mungkin pula ditimbulkan dari perkataan (penjelasan) atau

teladan yang diberikan oleh Nabi Muhammad.,

b.  Ketentuan yang berwujud penciptaan atau pembentukan garis hu-
kum baru bagi keadaan-keadaan baru menurut tempat dan wakiu,
dengan berpedoman kepada kaidah hukom yang telah ada dalam Al-
Qur'an dan Sunnah Rasul.

Di Indonesia, pada bulan April 2000 telah terbentuk Dewan Syariah
Nasional (DSN) yang merupakan bagian dart Majelis Ulama Indonesia

“Ab, Op ot him 106

4 Teks atau nash 2hana adalah kata atau kalimat yang Yo 11 St ponger b
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(MUI). Dewan Syariah Nasional ini adalah dewan yang menangani ma-
salah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan
syariah. Tugas DSN di antaranya mengeluarkan fatwa atas jonis-jenis ke-
glatan kevangan, produk, dan jasa kevangan syariah.“ Hingga tulisan ini
dibuat, fatwa yang telah diterbitkan oleh DSN sudah lebih dari 80 buah.
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lam Islam. Namun demikian, akal tidak dapat berjalan dengan baik tanpa
ada potunjuk. Petunjuk it telah diatur oleh Allah SWT yang tercantum
dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Penggunaan akal untuk berijtihad telah dibenarkan oleh Nabl Mu-
hammad SAW seperti yang terdapat pada Hadis Mu'az bin Jabal, bahkan
juga terdapat dalam ketentuan QS, an-Nisaa'(4): 59, Mohamumad Daud Ali
memberikan definisi ijtihad, sebagal berikut:

tihad acalah usaha atau Whliar yang sungguh-sungguh dengan maengguna-
kan segenap kemampuan yang ada dilakukan cleh orang (ahli hukum) yang
memenuhl syarat untuk merumuskan garis hukum yang belum jelss atau tidak
ada ketentuannya di dalam AQuran dan Sunnah Rasulullah “*

Kedudukan ijtihad dalam bidang muamalat memiliki peran yang sa-
ngat penting. Fal ini discbabkan, bahwa scbagian besar ketentuan - keten-
tuan muamalat yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadis bersifat umum.
Adapun dalam pelaksanaannya di masyarakat, kegiatan muamalat selalu
berkembang disesuatkan dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena ftu,
ayat dan adis hukum yang jadi objok ijtihad hanyalah yang =/ ~
sifatnya. ljitthad dapat pula dilakukan terhadap hal-hal yang tidak torda-
pat ketentuannya di dalam Al-Qur’an dan Hadis dan juga mengenai ma-
salah hukum baru yang timbul dan berkembang di masyarakat.™ Hozairin
berpendapat. bahwa ketentuan yang berasal dari ifrihad wiil amri terbagi
dua, schagal berikur™
#a.  Berwujud pemilihan atan penunjukan garis hukum yang sctepat-

tepatnya untuk diterapkan pada suatu perkara atau kasus terentu

yang mungkin langsung diambil darl ayat-ayar hukum dalam Al

Qur'an, mungkin pula ditimbulkan dari perkataan (penjelasan) atau

teladan yang diberikan oleh Nabi Muhammad,

b. Ketentuan yang berwujud penciptaan atau pembentukan garis hu-
kum baru bagi keadaan-keadaan baru menurut tempat dan wakiu,
dengan berpedoman kepada kaidah hukum yang telah ada dalam Al-
Qur'an dan Sunnah Rasul.

Di Indonesia, pada bulan April 2000 telah terbentuk Dewan Syaciah
Nasional (DSN) yang merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia

AR Op ot Kim 106

* Toks Mau nash 2hanvn adalah kata stau KMt yang menurgulddaan a1 Mau DeNgertian ebih
dar| satu, masih mungkin dlafsrkan cleh orang yeng berbeds dengan Mmakna yang berbocda pula
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(MU Dewan Syariah Nasional ini adalah dewan yang menangani ma-
salah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan
syariah. Tugas DSN di antaranya mengoluarkan fatwa atas jenis-jenis ke-
giatan kevangan, produk, dan jasa kevangan s 1Y Hingga tulisan ind
dibuat, farwa yang telah diterbitkan oleh DSN sudah lebih dari 80 buah.




ijab tersebut menjadi batal,

b. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yvaitu syarat-syaral yang
wujudnya wajib ada dalam scbagian akad. Syarat khusus ini
dapat juga discbut syarar idhafi (tambahan) yang harus ada
di samping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya
saksi dalam pernikahan.

F. Macam-Macam Akad

Para ulama figh mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi
dilihat dari beberapa segi. Jika dilihat dari segi keabsahannya menurut
syara’, akad terbagi dua,’® yaitu:

* Wahbah al- Zahaily, Al-Figh al-Islami wa Adillazuh, (Beirut; Dar al-Fkr, 1984), jilid
IV, him. 240

P 55

Halaman S8 hngga 57 tcak daamp ikan dalam pratnsu ni

Figh Muamalah

Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas. Atau terdapat unsur
tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan, atau saluh satu pihak
vang berakad tidak cakap bertindak hukum. Adapun akad fasid
menurut mercka merupakan sustu akad yang pada dasarmya
disyariatkan, akan tetapi sifm1 yang diakadkan itu tidak jelas.

Misalnya, menjual rumah ateu kendaraan yang tidak ditunjukkan

tipe, jenis, dan bentuk rumah yang dijual, atsu tidak disebutkan

brand kendaraan yang dijual, schingga menimbulkan perselisihan
antara penjual dan pembeli. Jual beli seperti ini, menurut ulama

Hanafivah, adalah fasid, dan jual beli ini dianggap sah apabila

unsur-unsur yang menycbabkan kefasidannya itu dihilangkan,

dijual, atau menjelaskan brand dan jenis kendaraan yang dijual.®
Akan tetapi, jumhur ulama figh menyatakan bahwa akad
vang batil dan fasid mengandung esensi yang sama, yaitu tidak
sah dan akad itu tidak mengakibatkan hukum apa pun.®
Ditinjau dari segi penamaannya, para ulama figh membagi
akad kepada dua macam, yvaitu:

1. Al-'Uqud al-musamima, yaitu akad yang ditentukan namanya
oleh syara” serta dijelaskan hukumnya, seperti jual beli, sewa-
menyewa, perserikatan, hibah, al-wakalah, wakaf, al-hiwalah,
al-ji'alah, wasiat, dan perkawinan.

2.  Al-'Uqud ghair al-musamma, inlah skad-akad yang penama-
annya dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan keperluan
mercka di sepanjang zaman dan tempat, seperti al-iszishna’,
dan ba'i al-wafa.

G. Berakhirnya Akad?*?
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ini sesuai dengan di;iplin ilmu yang yang penulis
pelajari dibidang Muamalah Fakultas Syari’ah dan
Hukum UIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan manusia yang terus bertambah,
mengakibatkan permintaan kebutuhan hidup bertambah
pula.Sebagaimana fitrah manusia yang membutuhkan berbagai
macam sarana dan prasarana yang dapat mendukung kehidupan
sehari-hari. Pada prinsipnya manusia_adalah makhluk yang
saling bergantung pada sesamanya, baik yang menyangkut
sandang, pangan, papan, keselamatan diri dan harta, harga diri,
potensi untuk berkembang maupun kasih sayang, di samping
kebergantungan bidang politik, ekonomi, budaya dan hukum.
Kebergantungan itu menunjukkan bahwa manusia saling
membutuhkan dalam banyak aspek.®

Dengan banyaknya kebutuhan manusia tersebut,
menjadi peluang bisnis tersendiri bagi pelaku bisnis untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat. Berbagai macam produk dan
jasa terus tumbuh dan berkembang seiring perkembangan
teknologi. Salah satu dari dampak perkembangan teknologi ialah
pasar online Indonesia. Berdasarkan data kominfo, transaksi
bisnis secara digital pada 2016 diperkirakan akan ada 8.7 juta
pembeli, atau naik dari 7,4 juta di tahun 2015. Sementara jumlah
pengguna internet di Indonesia pada 2016 diprediksi mencapai
93,4 juta naik ketimbang 2014 sebanyak 88,1 juta pengguna.’

® Atang Abd Hakim, Jaih Mubarok, Metodologi Studi Islam,
(Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2001), h. 222.

7 “Perkembangan Jasa Lgistik di Era Ecommerce” tersedia di
http//kominfo.go.id/indexphp/content/detail/ 6707/Jasa+Logistik-+Melesat+di
+Era+Commerce+/0/sorotan_media, (28 September 2016)

Tingginya pembeli secara online tidak terlepas dari

peran jasa pengiriman barang dalam pendistribusian barang.
Dari sekian banyak jasa pengiriman barang, Perusahaan JNE
sudah sangat terkenal oleh para pelaku bisnis online Indonesia.
Hal ini karena banyaknya agen yang tersebar diberbagai
Provinsi kabupaten atau kota hingga kecamatan., tak terkecuali
yang ada di Lampung yang berada di Jalan Imam Bonjol,
Kemiling, Bandar Lampung. Pada penentuan tarif, PT. JNE
Cabang Utama Bandar Lampung melihat dari jarak jauh
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BAB YV
PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari pemaparan diatas penulis dapat menyimpulkan tentang akad
jasa pengiriman barang lewat jalur Tiki cabang Pecangaan adalah
sebagai berikut :

1. Akad jasa pengiriman barang termasuk ke dalam akad ijarah,
dalam konsep akad bahwa akad pengiriman barang yang
dilakukan antara perusahaan Tiki cabang Pecangaan dengan
konsumen tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kesepakatan
tersebut dilakukan secara tertulis yang tertuang di dalam bukti
pembayaran yang dipegang oleh konsumen. Setelah melakukan
akad bukti pembayaran tersebut memuat SSP mengenai segala
ketentuan untuk perusahaan maupun konsumen.

2. Dalam segi hukum dan sifatnya, akad pengiriman barang
merupakan akad yang ghairu shahih. Hukum dari akad ini adalah
berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad ini dan
mengikat kepada pihak-pihak yang berakad. Tapi dalam
prakteknya jasa pengiriman barang di perusahaan Tiki tidak
sesuai hukum Islam.

B. Saran
Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis ingin
memberikan beberapa saran yang mungkin dapat di jadikan

89
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PENUTUP

A. KESIMPULAN
Dari penjelasan permasalahaan yang telah dibahas oleh penulis. Maka
penulis dapat menyimpulkan bahwa :

I. Mekanisme Pengupahan Pengiriman Paket Barang berdasarkan

Penimbangan yang digunakan pada PT TIKI Jalur Nugraha Ekakurir
(JNE) Cabang Palembang yaitu terdapat dalam dua sistem yaitu aktual
dan volumetrik. Dalam sistem aktual berlakunya sistem pembulatan

keatas dan kebawah, Dalam sistem volumetrik berlaku hitungan volume

dari barang tersebut.

2. M figh lah dalam mekani Pengupahan Pengiriman
Paket Barang berdasarkan Penimbangan yang terjadi di PT. TIKI Jalur
Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Palembang berlakukan pembul
kebawah dan keatas yang diberlakukan kepada ke Didal

transaksi yang dilakukan antara pihak JNE dengan konsumen adalah sah
dan telah memenuhi rukun dan syarat dari ijarah.

B. Saran

1 1 horka 1

Adapun saran-saran yang ingin p paikan g

masalah yang telah di bahas tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE)

1 TS R
L P 'S

yang seadil-adilnya contohnya
1.550 kg dibulatkan menjadi 1,6 kg. Sesuai dengan rumus pembulatan

nominal angka matematika.

2. Apabila timbangan | kg dengan tarif 8.000, Maka 1,1 kg menjadi

R RO dikarlabuban haul huaran inei QNN Rooitinnn
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BAB 4 =
TRANSAKSI PERTUKARAN: JUAL BELI

A, KONSEP AKAD PERTUKARAN (AL-MU'AWADHAT)

Secara definisl, al-muwawacdhat adalah segala aktivitas pertukaran
harta/aset balk dalam aset tlil maupun nonrlil meliputl pertukaran har-
ta dengan harta, benda dengan benda, maupun benda dengan manfaat.
Dengan demikian, objek transaksi pertukaran bisa benda dan manfaat.
Pada prinsipnya akad pertukaran inl hukumnya adalah mubah sepan-
jang dilakukan atas hal-hal yang halal dan dilaksanakan dengan cara-
cary yang tidak bertentangan dengan ketentuan syaciah, Sifat darl akad
pertukaran ini adalah keuntungan yang diperoleh oleh penjual mes-
ti diketahui dan ditetapkan di awal karena harga jual mestd pasti dan
disepakati pada saat transaksi (natural certainty). Oleh karenanya, seba-
gai sebuah jenis bisnis akad ini mengandung karakter dapat dipastikan
di awal (pre-determined) dan jika telah disepakati dan terjadi transaksi
harga dan keuntungan tidak boleh berubah dan bersifat tetap (fixed).

Jenis-jenls akad pertukaran dapat dibagl berdasarkan sejumlah ka-
tegori, sebagaimana tabel berikut:'

! Fathurcahunan Djaedl, Pererapan Hukoam Perjanflar dalam Transakst Lembago Kenang
an Syariah, (Jokarta: Sinar Grafika, 2002), he 7480, Abdullah bin Muhammad Thayyar, dkk.,
Ensiklopedi Figih M lah, (Yogyakaruc Maktabuh al Hanlf, 2004), h. 2124, Mohd Ma'shum
Willah, Shartah Standard and Rusiness Contract, (Kuala Lampur: A S Nooedeen, 2000), h, 74-75,

HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FIQH MUAMALAH
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BABV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan penelitian yang penulis lakukan

mengenai praktik akad jasa titip jual beli online melalui instagram Joyfull di

Purwokerto, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1.

Pada prinsipnya konsep jual beli online itu merupakan prinsip
Jjualah/wadiah, akan tetapi pada jasa titip Joyfull itu berbeda, dimana pada
praktiknya Joyfull memasang tarif/harga jasa titip per irem barang Rp
20.000,- dan Rp 10.000,- sampai dengan Rp 15.000,- untuk makanan.
Semua tarif/harga dicantumkan secara transparan agar konsumen yang
akan berbelanja dapat mengetahuinya di awal sebelum dimulainya
transaksi, dalam praktik jual beli tersebut.

Dalam praktik rukun jual beli di atas, praktik jasa titip ini secara garis
besar telah memenuhi rukun jual beli Bay ' al-Murabahah dan dapat di
golongan dalam akad bay ' al-murabahalh berdasar pesanan. Praktik akad
jasa titip jual beli online melalui instagram Joyfull di Purwokerto dan
pembeli sudah mengetahui adanya kejelasan keuntungan (margin) maka
jual belinya itu sah dan boleh dilakukan, karena tidak adanya unsur

gharar.

B. Saran-saran

Muamalah merupakan salah satu bagian dari hukum Islam yaitu hal

yang mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat berkenaan dengan

kebendaan dan kewajiban. Dan salah satu prinsip muamalah ialah muamalah
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tapi juga dalam proses pengambilan keputusan yang terkait
tentang kepentingan konsumen, serta berbagai keputusan yang
terkait dengan kepentingan publik dan konsumen yang harus
dipertanggungjawabkan secara terbuka (JJ Amstrong Sembiring,
www.pintunet.com).

D. Realitas Masalah Perlindungan Konsumen

Akhir-akhir ini kita sering dikejutkan dengan pemberitaan di
berbagai media massa bahwa banyak produk, terutama makanan
yang sering kita konsumsi sehari-hari mengandung bahan-bahan
yang berbahaya bagi kesehatan, seperti adanya kandungan
formalin atau bahan pengawet makanan lainnya. Sebagai
konsumen tentunya kita sangat dirugikan dengan kondisi produk
yang tidak sesuai dengan standar kesehatan, apalagi membawa
dampak yang buruk dalam kehidupan kita. Sebenarnya masih
terdapat banyak contoh lain lagi.

Realitas di atas menunjukkan bahwa masalah perlindungan
konsumen merupakan masalah yang sangat serius. Namun
sayangnya, masalah-masalah tersebut baru dipersoalkan ketika
ramai diangkat dalam pemberitaan di berbagai media. Ketika mulai
sepi dari pemberitaan, masalah-masalah ini luput dari perhatian
masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak yang berhubungan
dengan perlindungan konsumen.

Secara umum, masalah-masalah yang sering dikeluhkan
konsumen berkenaan dengan pelanggaran hak konsumen sebagai
berikut.

1. Keluhan terhadap keterlambatan pengiriman barang.
2. Barang yang dikirim sering kali berbeda dengan apa yang
sudah dipesan.
3. Kualitas barang yang tidak bagus.
. Pelayanan barang/jasa yang buruk.
5. Manipulasi produk barang/jasa yang ditawarkan dengan
berbagai cara.

12
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Hukum Perjanjian - Prof. Dr. A, -
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bidang hukum, scjalan dengan ungkapan “setiap langkah
bisnis adalah langkal hukum®™ . Asas proporsionalitas ini

n =2

Babr 1 Pendahuluan

diharapkan menjadi salah satu asas pokok vang men-
dasari hubungan kontraktual, serta melenghkapi mats
rantal asas-asas hukum kontrak lainnya dalam meng -
unalisis eksistensi kontrak.

b. Dari sisi praktis, seyogianya asas proporsionalitas men-
judi asas yang dapust diterapkan dalam praktik, artinya
pelaku bisnis senantinsa mengakomodass asas ini dalam
asktivitas Kogistan bisnisnya. Dengan demikian diharap-
kan akan terwujud kontrak yvang sccara proporsional
mampu memberikan keadilan dan kepastian bagi pa-
ra pihak. Meclalui model kontrak ini diharapkan akan
terwujud pola hubungan saling menguntungkan (simbi-
osis mutualisma), yang pada akhiroya menunjang iklim
wsaha yang kondusil,

5. Kajian Pustaka
5.1 Dinamika Perkembangan Hukum Kontrak
Perkembangan hukum kontrak saat ink diwarnal oleh
semakin tipisnya tabir pemisah antara dua sistem hukum
b . yaitu Law dan civil law. Dinamika hubungan
bisnis yang melibatkan pelaku bisnis antarnegara, khususnya
kontrak komersinl internasionosl, telah membawns dampak
poerkembangan hukum kontrak vang mengadoplir asas-asas
universal yang dikembangkan dalam praktik kebiasaan (lex
mercatoria®).

“Iatiluh fox mercatoria blacks ew diartiborn koblasann dalam prakuk bis
wis Uidak
Ll pork

Klausul hontrak -Inndm Bahikan 3
Imemuasional, sepertl 1ICC (2
wale Dox 1
ot Ferdenranic

ochilui  Orgnises i orgenisesi
# of wi, 1DIcC
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Hukum Peranjlan Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial

Dokumen-dokumen hukum dalam bentuk model law,
legal guide, prinsip hukum umum, atau standar kontrak yang
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Ssaatur  paerrjaar T dapat torlalkosana dengan Dok apabtbile pare
Pinhak taelaly  oner U pPreEstasiny s Inmasing masing soepertl yang
el diperjanjilan tanpa adanysa pibak yang dirugibhan. Namuwr,
adakalanya perjaniian tersebDut odak tarfaksana dengan bDalk
karenes adoanya wanpgrestast yang dilabkukan oleh salaly satu pibhake
Kata wanprestast Derasal dac Dahasa Belanda, yang artinya
prestas: atau iktikad Duruk. Adapun yang dimaksad wanprestast
adalan suatu keadaan yang disebablcan kelatalan atau kesalabhan-
Nya, pinak tersebut tdak dapat mermenubl prestas! sepertl yang
telan  ditentukan dalam pecaniian dan Dukan dalam Keadaan
mearaksas. Wanprestas! dopat Derupas !

1) Ssanrries waricaall il rossrmseniu bl proesteaand o
2) Prestast yang dilakukoan tidak sempurma;

) Teriambat mesrmenu il prestan ) ddan
“) Melakukan apa yang dalarm  pecjaniian dilarang untuk di-
lakukan

Tindakan wWanprestan e baywa MONSekusensd terhadap
Umbulnya hak dipihak yang dirogiican untuk menuntut pibak yang
melakukan wanprestas: untuk memberian gantt rugl, sehingos

dirugikan kKarena wangrestas) tersebut. Tindakan wanprestasi ol
dapat terjadi karena kesengajaan, kelalalan dan tanpa kesalaban.
Akibat wanprestasi, pihak yang dirogikan akan  mmelaloukan
PONUNTULaNn uNtuk Merminta pelakunya menanggung akibatr darcd
tuntutan pinak lawan yang dapat DerupDd Dunbutan:
1) Poemboatalan kootrak soajs;
2) PFambatalan kontrak disartal tuantutan gantl ruagl;
3 Pomenuhan kontrak saje;
“) Pamenuban Kontrak disertal tuntutan Qant rugi; dan
=) Peountutan gantl rugl sels
Menumut Subekti, iktikad Dalk mesrupakan Suatu sendl yang
terpenting dalarm bukum pecianjiaon. Apabiln pada awainys ol tonah
oir para ahll hukum Mmengangoap iktikad Dok bersifar subjektf, ol
Merlandn P rtimn Ktk baik telnhy bHerkesmibanc voang
memandang bBobwa iktikad Dalk Itu Jugs Dersifat objektir. Misalnya,
dalam Alescrves Flowrpenign WestDOoek (NBW) poengertion iktiked Dok
Ity Jugs MmeEngoandung oasas kepantasan dan kepatutan ( refeViyAfrens
vy LR SreneT) . Dengan demikian, selain terietak padas hatl sanubase
manusia, Iktikad bDalk dalam melaksanakan  hak-hak doan ke
wajibhan-keswas)ibian vang timbatl dan maaesto hubungsn Pk

Py 87

‘rmme nwe - gt —

Cperianiinn) harus mengindahlkcan nooms - nooma koepatutan dan
keadilan dengan mmoenjauhikan ddirt darl paerbDuaatan yang muangban
mwenihmibulan erugian itk Laln. ")

Selanjutnys, Subektl menystakan Babwes Bukom ita o selalo
menaeiar duas tuduan, vaitu meniamin kepastian (ketertiban) dean
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A. Tahap Pra Lapangan

Keglatan yang harus dilakukan dalam ponclitian koalitatir
pada tahap pra-lapangan adalah menyusun rancangasn peneiitian
vang marmuat latar bolnkang masalah dan alasan pelaksanan
ponalitian, studl  pustaka. penontuan lapangan pooolitian,
penentuan jackwal penalitian perniliban alat Ppenalitian,
rancancgan pengumpulan data, rancangan prosodur anallsa data,
rancangan porlengkapan yang diperiukan ol lapangan,  dan
rancangan pengecekan kebenaran data. Tercdapat enam tabhapan
yang harus dilaskukan aleh penclit],  ditambah doengan satu
pertimbangan  yaitu  ellka  penalitian  lapangan T ahapan-
tabapannya sebagal berikut

1. Menyusun Rancangan Penelitian

Panuhitian Y Aan dilakukan Lurangkal darl
permasalanan dalam  lingkup  peristiwa yang  sedang  torus
Larlangsung dan bisa diamall sorta divarifikast secara nyata pada
want berlangsungnyn penalitian Peristiwa-peristiwa - wayang
diamatl dalam kKonteks kegintan arang-orang atau organisasi
Rancangan prernelitian mengatur sisternatika yang akanr
dilaksanakan dalam penalitian NMemasukl langkah ini panaliti
harus momahamil berbagal metode doan teknilk panaelitian
Meotode dan teknik pencolitian disusun menjadi rancangan
penallitian. NMutu keluaran penalitian ditontukan oleh ketepatan

166 | METODOLOOI PENELITIAN KUALITATIF

rancangan  peaenelitian serta pemahaman dalam  paenyusunan
toor)

2. Memilinh Lapangan Penelitian.
Penulls kurang sependapat dongan Bogdan (1972:11-13)
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Dart definist o) dapat dishmpalican babwas slternatll poanyoe-
lepaikan songhkoeta merupakan suatu cara ponyelesaian seongkotoe
vang didakakan g luar pongadilan dan polabien annys disorablcan
supunubnys kepada para plhak dan para plhak dapat memilih
penyelesalan senghetn yang yang akan diter W yakot melalal
kansultont, negasiaonl, mediasl, konsiltan, atau meminta penilaioan
darvt ahln Hal i mengsdi kobondak bebas soponuhnyas dacl pars
pihale. Kebebasan untule memilth bentule penyolosaian yang
mumboedakan antara punyelosalan seogkoto Jl luar pongadilan dan
Py elesabon seophetn melalod praogantiban,

Herdauarkon ponjelavan Pasal 3 ayat (1) Hrcdang: Undang Neamrior
o Tahun 2004 tontang Kakuasaan Kelhadedoan (LU Noe 4 Tah 2O00W),
At aliber bt Babowws Broph ey arabat ok teralnprat Kehar usun
untulk muenyolosatkan sustu senghkota melalul pemadilan, totap
para pihiak dapar memilih menyelosallkan songheta yaong torjadl
denpgan corn perdamainn atoen arbiteane. Berdasarkan  podas
Kopuetsnan Prosidon Ropublile Indoonwsia Normor 34 Taban 1901 contang
Pangresah “Convention on The Recvogoition amd Enforcement of
Forwign  Arbatal Awards” (New York Convention) wyang telab <
tandarangant ¢ New York pada tangeal 10 funt 1958 dan mulal
Boerfoku poade tangual 7 Junl 1959, negars Republik Indonesio
soeara rosmi omeratifiltast New York Convention. Konvensi (o
mengatar bahwa dalam sotiap pecianiian yang diadakan oleh pars
pihak yang i bean ki I srbitense, akan moantoadakan
hak darvl pengaditan untule memerikan sengkota yoang toerpsd)
bLoerdusarkan porjunjian torsebuc

Pada nys, vang barlaku pada altornati! ponye-
Toenatan senglkota sebhago berikur
L Asas itilad bk, yabkonl koo dart pars prihalk untulc

menentukan ponyelosatan songlketa vang akan nuaupun sodang

moereha hindapd

2. Anns kontraktual, yaknl adanys Kesvpakatan yang ditunngloan
hanlanmn by tade trtulin mengenat cars penyelesalan senglonts,

4. Asas mengilat, yaknot para pihak wajth untule mematubi ape
yang telah dikapakoatl

Axax kabobanan, borkontrak yaknt paras pihalk dapat dongan
bobos menentulcan apoe sals yoang heondalc diaru olah parva
bk sewr dreerbannbiban Foedobd sebaess shebak Brrteas b aree
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-, Penyelenggara pertemuan.

B, Paemimpin diskus! yang netral,

<. Pemelihara atau penjaga aturan-aturan perundlngan agar

bl.l’! datlam proses perundingan berfangsung scecara
ot
o, Pengendall emosi para pihak,
- Pendorong plhak atau peserta perundingan yang kurang
atau segan untuk Mengungkapkan pandangannya.

Fuller dalam Riskin and Westhrook® ) menyebutkan tujub
fungsi mediator yaitu sebagal: coala/ySt, oeclucator, ransiatorn,
FEESONCCENSOrY,  DEdrer of It rrews.  agent of resiity, dan

L.

SCAIET RN

1. Sebagal “katalisator™, mengandung po an bahwa
kehadiraon mediator dalam proses perundingan  mampu
mendorong lahimya suasana yang konstruktif bagl diskusi;

2. Sebagal Tpendidik™, berartl sescorang harus  berusaha
maemahami aspirasi, prosodur karja, keterbatasan politis,
dan kendala usaha dari pihak. Olah sebab itu, ia harus
berusaha melibatkan dalam dinamika perbedaan ol
antara para pihak;

3. Sebagai Tponerjemah’™, Derarti mediator harus mampu
menyampaikan dan merumuskan usulan pihak yang satu
kepada pihak yang lainnya melalul bahass atau ungkapan

yang bailk dengan tanpa mengurang! sasaran yang dicapal
oleh pengusul;
4, Sebagai “narasumber”, bearart) mediator harus
mendayagunakan sumbear-surmber | vang tersedia;
S. al berita “, berartl seorang me-
diator harus menyadari balbwa hak dalam

para pl pProses

perundingan dapat bersikap emosional, Untuk itu, mediator

harus mengadakan partaemuan terpisah dengan pihak-pihak
terkalt untuk Mmenampung berbagal usulan;

6. m:I “agen realitas”, b.raru modlator harus berusaha

" poengertian scocara T satu pihak

Dahwa sasarannya tidak mur\qklr\/tld-k masuk akal tercapai

melalul perundingan;

S2)  Leonwead L. Rishin o v ENSEN ORND et 4. o Pl
West Pubslsning n. MGA. lon7 Pl 9



V. 2T s - wn

3 @t reimatun | wet e o - $

1245 MW O - B - A

Hukum Perikatan - | Ketut Oka
x . books gooagle ca d D <

Bab 3 Peckatan yeng Labic den Undesng-Undang a

Orang yang mengurus kepentingan orang lain, perbuatinsnys dapat
bBerupa perbuatan hukum atan perbustan nyata. Perbuatan hukoam
makaudnys mambuaantl perjianiian, sedangkan poerbuastan nyata contahnya
memadamban kebakaran di dalasn romale Semua perbuatan itu Jdila
kKulan vntuk dan atas nama orang yang diurus kepentingannya.

Periu diingar di sing, bila ada arang yang mengiva mengurus ba.
rangnys sendirt, tetapl ternyata milik arang lain, hal it bukaniab
termuasule mengurus hepentingan orany lain. Misalnya, ada arang mene.
mukean anding di Jalan, @omemeliharanys dengan batk, memboert wloan
clan sebuagainya, tetap) termyata wrging it i bk orang Lo, Dalaos bal ool
in dapat penggantt keruglan daci pemiliknya sebagal bezier yang bervik.
tikad balk sebagatmana dlatur dalaon Pasal 875 K UH Pocdata. Porbuatan
sermacan i bokan dinomeken mengueus Kepeotingan oraog lain

Seloin i, orang yang menguras kepentingan orang e, disyarat
Kan da harus menghendaki dan msengetabul menguous kepentingan orang
Iain, Dengan perkataan lain, porbhaatan yang dilalukan ito bokan atas dasar
bBelas kasiban, dan sebagoainye yang bermon! apa pun Odak diperhatiboan
dalam hulon sepertt mengurus hepentingan orang laln untok melin
dungt kepentingan sendiet, begita juga memadamiboan apt i dalam ramakb
orang lain, supaya ¢ ¥ dirt selamar.

Orang yang mengurus kepentingan orang lain diselbwat gestor,
sedangkan orang yang kepentingannya diurus discbuat dorminus (ladeal
Faman, 1996 (137), Gextor wallb pula mengeriakan segala sesuatu yang
termasul arusan orang yang diwakilinya ito Begitg juge la memikal ses
gala kewajiban yang harus dipitkualnyae, seandainya la dikuasakan dengan
suntu pemberian kuasa yany dinyataban desggan (egas.

Apabila sesearang berbuat dalam kedudukannya sebagai wakil atan
Kurator, perbruatannys ito tidak rermasuk O dalooon mengurus kepents
g lain, melainkan berdasarkan kewajiban yang ditentualkar
vnclany- undang.

a2 Hukuen Pearveatan

FAMl e 08 i VD Tadmh A weTrii s Ml S e i

“. Menyerahkan barang yang disewalcm kKepada sl penyowia,
I Memelithara barang yang disewakan sedemikian rupa, hingga barang
it dapat dipakar ar k kepeorluan yang dimalksudkan

5. Memberilan s peoyewa kenibanatan yang teotenae Jacipaada Darang
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I Fraruam e o izt kepades yang rmenitiploan untuk rmoome
harts tersebut dengan catatan s menjamin akan mengesmbalilcan
ASCr Tersebn Secara uruh dan akan mennggung segala risiko
Waerusal VLU Kehillanggan aset itu (Antonio, 2001)

Akad Kepercayaan adalahy akad ol » o v 2 dialihkan
laovvat wkacd tersebat rmerupaban armarnaly el tangge penaritme
Barang tersebut, sehingeas (s tidak menangpurngs ristko atas Harang
tersebut, kecuall kKalaw ada unsur Kkesengajann dan melaswan hukom
CAnwar, 2007), Ccontah dalam produlk Bank Syarianh adalah akad
wadl'ah yad al armanaly (Antonilo, 2001). Alad Dersifat gandas
Melulnbhy alkkad yang satu sisl merupakan akad tanpeungan cddan sisl
Lol erupakan akad Kkepercaysan, Sepecti akad sewen ey W,
DBaroang yang disewa merupakan amanah bagl penyewa, © 2l Al sisi
Lann o 11 At Daranyt yangy diseswanys rmmorupaboanrs Canpipiuirnatanys
sehingme apabils s membiarican Darang sewaannyas odan tanps e
menfaastkan, maka manfaal barang yang tidak dinikinati adatah
et CAalarnyy  Carvgstunmagannys, Cinvya b harus anemibay s LEETRT=Y
werwvwa kerpade yangg mmanyesvalcan (Anwaar, 2002 ). Alkad muawadhah
adniah akad ol mana tercdapat prestast yang thmbal balik sebinges
masing-masing pihak menerima sesuatu sebagal imbalan prestasi
yang dibeckannya, Akad tabarru” adalah akad Cuma Cuma, artinyas
prestas! hanyas dart salah satu plihek deml kebatlan semata. Akad
o awadah dan tabaru’ sekaligtus acdatah akad padeas awalnys tabara®
s a), tetapl apa akhilrmyas ivenjacl o awadah, Misalnyas,
akad pernin Ppada awalnyas st pemi opinjarn
oepada s paminfem Calkcad tabaru'), totapl pada akhiirnyas, kotilon
sl pembert piojermen rmenagilhy barangg v 1 Adipinjamkannys, maks
akadoya menjad akad tanggungan (muaswadhah) (Anwar, ooz ),

0. Rukun Akad dan Syarat-Syaratnyas

Pk akac sds er macam, yaitu (1) para pitak  yang
membuat akad (al-fagid (2) pernyataan kehendak pa pihak
(shigghotul ‘agel), (3) objek akad (mabollul *agd), (4) tujuarn akad
(rmaudhu’ alaqgd) (Zuahaill, al-Figh al-Istarmi wa Adillatuh 1B a).

Eagpat unsur yarng maenjad rukun akad di atas mmaemaertokan
myarat-nyarat Har unsur tu dapat berfungsl membontuk akad.
Dalam hukurm islam, syarat-syarat dimaksud dinamakan syarat-syasrat
terbentubknys abkad (sywrutul alin®igad). Syarat syarat terbentuknyas
abkad, dapat dijalasicar selaptal Dorilo

- Akt @

Bertindak hukum
1 elayaloan seseorang
A sah secars hukum

. aku akad mamiiiik] tingkat kecakap.
Kuecakapan bertindak hukurn ad

untuk perkataasan cdan perbustannys oias
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